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A. Latar Belakang Masalah

Saiful Rahman Yuniarto mendefinisikan pajak dari tokoh terkemuka

seperti Adriani yakni Guru Besar Uniyersitas Amsterdam mengatakan bahwa

pajak adalah iuran yang terutang oleh

yang wajib mem menurut engan tidak dapat

prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya,adalah untuk

ngeluaran-pengeluaran umum yang berhubunga tugas

h.

gitupun dengan Rahmigblentang Pajak dan Pem

jak adalah peralihan ke%&gri pihak rakyat kepada

untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public

savin rupakan sumber utama pembiayaan public inv
unsu a adalah suatu iuran atau kewajiban menyer

kekayaan (penda pada negara. Penyerahan
tidak dilakukan

gl sa
surat paksa dan sita.

Pemaparan di atas benar-benar menggambarkan situasi yang berkaitan

pemeri

n,
b ra
dapun
agian

fat wajib dan jika

kekerasan seperti

dengan aturan yang sangat penting dalam penerapannya di masyarakat

Indonesia, hanya saja bagaimana kalau dalam penerapannya tersebut tidak

Y'Rochmat Sumitro, Pajak dan Pembangunan, PT Eresco, Bandung, 1988, him. 100



berjalan lancar sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Maka, kendala
yang akan timbul tidak hanya akan berdampak pada satu kondisi saja namun
kepada kepentingan lainnya dalam suatu masyarakat yang terkendala tersebut
terkait hasil dari pungutan pajak. Begitu juga dengan Desa Pakuhaji yang juga
mengenai kendala akan pajak yang dalam perekrutan (pemungutan)nya tidak
sesuai iuran yang harus dikeluark ang tidak membayar. Sehingga hal
itu dijadikan baha elitia ai paj enerangkan bahwa

adanya kewajiban memba

hasil studi pend di tingkat Desa

Paku tara desa-desa di Indonesia, menunjukkan tin daran
sangat , alasannya terdiri dari dua tipe pandangan yai tokoh

masyarakat® bahwa;

<l

arakat cenderung acuﬁ%&k mau tahu akan keb

ondisi desa terutama mengenai pajak,

arakat juga mencoba menutup-nutupi kepemilika n harta

dalih tidak mau membayar pajak,

3. Sekalipun_ada bangunan desa, seperti p ikan jalan atau irigasi,
mereka Ie‘ur wa erjaan ing ketika mereka

bekerja dengan iming-imin

2)Masyarakat Pakuhaji menyebutnya sesepuh. Beliau adalah pendatang yang sudah
menetap selama kurang lebih 12 tahun. Karakter beliau lah yang telah menghantarkan
masyarakat Pakuhaji mempercayakan kepada beliau sebagai sesepuh. Adapun
wawancaranya dilakukan melalui media telepon tertanggal 02 Desember 2011.



Pihak aparat desa yang disampaikan oleh KAUR (Kepala Urusan)
umum.® la lebih menekankan kalau pihak desalah yang kurang kreatif dalam
bekerja. Bahkan kebanyakan dari mereka seolah terlanjur untuk tidak
mengupayakan masyarakat dalam hal pembangunan, sehingga bukan saja

hilang kepercayaan desa pada masyarakat atau sebaliknya namun juga kurang

keterikatan dalam sillaturranmi

(hilang komunika.
Ke

atas pemungutan tersebut selain daripada yang

engakibatkan miscommunication

.

h terurai di

atas ena alasan lain yang membuat masyarakat b eperti

menghindar dari aparat terutama jika ada pemungutan (biaya)” kepada

kat. Tidak jauh karena ekonoemi masyarakat, sudah pasti

—
i seolah bukan masalarﬂw)i lebih tepat (sudah) s

tradisi"di masyarakat Indonesia umumnya dan desa khususnya. Sebegitu besar

ternya ak dari sistem ekonomi pada kelancaran kebijaka ada di

mas

Jadi, sepertinya jika sikap kat menghindari

pungutan pajak p le icu k nomi. Atas kondisi

itu juga ternyata tidak hanya b pak pada tidak lancarnya sistem
pemungutan pajak namun juga berdampak pada pemungutan lainnya untuk
memenuhi perbendaharaan desa misal URDES (Urunan Desa). Meskipun

demikian, bukan tidak mungkin faktor lain turut berpengaruh pada sadar dan

Beliau adalah Bapak Asep Setiawan yang menjabat tidak hanya sebagai kawur umum
tapi juga merangkap Kesra (Kesehatan Rakyat) di Desa pakuhaji. Wawancara dilakukan
pada tanaggal 05 Desember 2011



tidaknya masyarakat terhadap pungutan pajak. Pendidikan, begitulah kendala
yang biasa menjadi pemicu atas lancar dan tidaknya suatu kebijakan
pemerintah di masyarakat. Berkali-kali penelitian dilakukan atas berbagai
kondisi yang dipicu oleh kedua faktor tersebut. Sehingga kental sekali kedua

komponen itu dalam mendera kehidupan masyarakat. Pertanyaan pun timbul

sebenarnya apa yang salah di ne Jinawi ini, berbagai program yang

berbau ekonomi apang , teru idikannya sebagai

bekal nanti seolah= belum menyentuh probl asyarakat terkait

kesa terhadap kebijakan pemerintah bahkan lebih dip untuk

berlo gais kesempatan dalam memproleh kerja.

ebijakan “peraturan” Qeme“tah yang membebankan m
ajak tentu tujuannya Wmata untuk menyengs
memiski

inkan masyarakat justru sebagai upaya agar dapat tercipta masyarakat

ra sesuali dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ole ena itu,

yang

poko lah wajib diterapkan di masyarakat “wajib p amun,

kendalanya yaitu tadi yata tidak berjalan sesuai an_pemungutannya di

masyarakat. Ke ktor angat h pula terhadap
keberadaan masyarakat dalam ke ang mereka jalani atau justru tidak

terlalu berpengaruh. Sekalipun tidak dikatakan kuat pengaruhnya seperti

kondisi ekonomi dan pendidikan namun keberadaan suatu masyarakat dalam
kehidupan mereka menempati andil mengenai upaya pemerintah desa untuk

turut memperhatikan keberadaan masyarakat terhadap pola kehidupan mereka.



Lokasi Desa Pakuhaji terletak di Kabupaten Subang bagian Timur, dan
merupakan daerah ujung perbatasan Subang dengan Sumedang sehingga dari
arah Bandung Timur kemungkinan lebih cepat untuk sampai di Desa Pakuhaji
daripada arah dari Bandung kota yang melewati jalur Ciater. Jarak tersebut jika

diukur (start) dari wilayah Cibiru Bandung, dan telah teruji dengan melakukan

pulang dan pergi antara wilayah Ci njungsari-Sumedang-Tanjungsiang-

Pakuhaji dengan n per mene Cibiru-Cicaheum-

Ledeng-Ciater-Ja -Cisalak-Pakuhaji. Dari ai tempat yang

terle sudah memberitahukan lamanya jarak yang dit mun,

cek da ersebut tidak berlaku pada jarak tempat lain yang

erbicara mengenai pajak SIa“eform) pada masa penjajahan
: a——
pajak sudah mulai di N(an kepada masyaraka

umumnya seseorang dikatakan kaya sebagai saudagar karena banyak tanah

yang iki sehingga mendapat gelar tuan tanah. Maka pember n pajak

pada adalah pajak tanah. Tentu pemberlakuan ter miliki

penyebab yang tidak lai

memperkaya pen n pen yang eroleh oleh pihak
koloni Belanda. Keberadaan pa hingga saat ini (tetap) menjadi

himbauan pemerintah yang paling nyaring untuk diketahui dan dicamkan

adalah tanam paksa (culture stelsel) dengan tujuan

kepada masyarakat karena ketentuan yang begitu penting terhadap pemasukan



negara. Tidak hanya dibicarakan pajak adalah sebagai utang bagi masyarakat

tapi juga pemberlakuan pajak atas pemungutannya.

Begitu penting pungutan yang diberlakukan pada sistem pajak dan atas
dasar itulah (sehingga) dalam pungutannya tersebut memunculkan beberapa

cara pemungutan yang dalam bahasa Belanda disebut “stelsel” atau “systeem”.

Pungutan (heffing at dipun (voorh ) atau dipungut di

belakang (naheff em pungutan di muk akan pajak pada

permulaan un, jadi langsung setelah tahun pajak bermula, sedang yang

dipu lakang yaitu dipungut atau setelah tahun akhir, pada
akhir t

macamy ‘stelsel” atau sistem. Diantar

sel Anggapan atau Stelﬁ% merupakan hukum ya

sesual dalam menandakan keadaan (wajib pajak) yang sebenarnya namun

un. Dalam literatur S|stemjungutan pajak ini dibedakan®dalam 3

g

dapat dikatakan “ngawur” atau serampangan. hukum

wajib

pajak yang ditetapkan menyesuaikan dengan

pajak (teta jibkan kebijakan pajak
Pemberlakua
r has antara

lain; upah honorarium tetap,

hun berikutnya).

g bersifat periodik
dan dianggap sama besa
gaji, pensiun, bunga, hasil sewa (tanah dan bangunan).

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang merupakan pajak langsung

bermaksud mengenakan pajak objektif atas harta tak gerak yang berupa

* Rochmat Sumitro, Asas dan Dasar Perpajakan Il, Refika Aditama, Bandung, 1998, him.
1-12



tanah, perairan dan pembangunan serta yang dijadikan dasar untuk
pengenaan pajak ini adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada saat
yang menentukan. Artinya diberlakukan pada awal tahun kebijakan
aturan pajak, apabila tanah yang dimiliki hangus pada saat setelah

melewati awal tahun (1 Januari) tidak dihiraukan atau tetap diberlakukan

wajib pajak sebagai yang . Setelah masa itu lewat hingga

bertemu lagi beri aru ke ak lagi berlaku.

2) Stelsel riil yang berdasarkan kenyata , penghasilan yang

pada tahun berlaku sistem pajak namun karena tahui

at berlaku sistem pajak itu sehingga diketahui pa r tahun

enjelang pemungutan pajak p‘ti awal tahun berikutnya. Maka, wajib

dikenakan hukum p?aﬁal tahun (setelah ber ir
un”) yang diketahui setelah melewati aturan pajak pada a un

ajak di

masa pajak berlaku. Inilah yang disebut dengan pungutan
“naheffing”
elsel fiksi

3) Ste ampuran adalah perpaduan antara kebijakan pa

dan stelsel

i, bahwa sistem pajak an di muka (awal

tahun) denga gindah mbaya jak Tanah (SPPT)

dan/Surat Ketetapan Pajak (SK alaupun kurang akurat namun hal itu
merupakan suatu sarana yang dapat menghilangkan kelemahan dari
stelsel fiksi dan stelsel real. Ketika pembayaran pajak dikenakan di muka

(stelsel fiksi) akan verifikasi kembali pada akhir tahun (stelsel real)

sebagai antisipasi jika terjadi ketidakcocokan atau kesalahpahaman



terkait jumlah berbayar atas tanah dan/barang milik juga penghasilan

para wajib pajak.”

Pemberlakuan tersebut tentu dalam arti umum dikenalkan bahwa pajak
(secara) teoritis adalah salah satu penyokong pembangunan yang menjadi
kategori kemajuan suatu desa. Berangkat dari itu, sisi umum pembangunan

nasional  dikenal bagai upaya mbangunan  yang

berkesinambunga h kehidu rakat, bangsa dan

eliputi se

elaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional termaktub

-Undang Dasar 1945, yakni melindungi sege a dan
seluruh®umpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meneerdaskan

kehi n bangsa dan ikut melaksa ‘an ketertiban dunia yang be rkan
—
n, perdamaian abadi dan sosial bagi seluruh rak

PR

Pembangunan desa (sama halnya dengan penuturan di atas), yakni

(seba kesatuan yang membentuk Negara. Keberhasi dalam

pem melalui pajak dapat memberi kontribusi dal lihara

keutuhan maupu iri Negara sehingga ketik sa berjalan lancar

maka pembangun lak alan dengan tujuan
diberlakukan pajak di masyara ang bertujuan untuk memajukan

pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan manusia

' Rochmat Sumitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Refika Aditama, Bandung, 1998, him. 6-
13
8 http://www.scribd.com/(diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)


http://www.scribd.com/(diakses

dalam menciptakan kesejahteraan dan keselarasan antara kemajuan lahiriah

dan batiniah sebagai kualitas manusia yang dijalani dalam kehidupan.”

Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh Koentjoroningrat, menurutnya
pembangunan nasional pada (manusia)nya merupakan titik sentral yakni harus

diarahkan guna meningkatkan harkat,dan martabat bangsa dan yang selalu

menghendaki ada hubungan antara

manusia dengan

masyarakali
terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah
k etiap warga negara“ﬂwat) memenuhi dan ai
a

, manusia n manusia dengan

ingga dapat tercapai cita-cita hidup bersama.®

gunan (dalam hal ini) juga dapat diartikan seba upaya

a yang paling manusiawi. leh karena itu usaha-u ng

dijalankan mula-mula harus langsung berkaitan dengan keperluan dasar dari

desa i tujuan dalam memenuhi kepentingan utama t tentu

(san diartikan dalam bidang ekonomi. Ketika hal i esuai

tidak harus “muluk” amkan kebijakan-

al ‘se n prosedur namun
ngan rluan dasar masyarakat.'® Seperti

belum tentu dapat sesuai de

dengan masyara

kebijakan yang se

didirikan perpustakaan atau pendidikan masyarakat yang memiliki pandangan

' Budiman, 1995 dalam http://andrianjati.wordpress.com/12-12-11 18:49

8 Koentjoroningrat, 1982, Ibid.,

9http://profsyamsiah.wordpress.com/ (diakses pada hari kamis, 15-12-2011.
18.30).

10)Simandjuntak dan Pasaribu, Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa, Tarsito,
Bandung, 1986, him. 8-9


http://andrianjati.wordpress.com/12-12-11
http://profsyamsiah.wordpress.com/%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
http://profsyamsiah.wordpress.com/%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30

10

positif (bagus) dari segi pendidikan kemudian dari segi kebutuhan dapat
langsung ataupun tidak effectnya perlu pembelajaran lebih lanjut di
masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki
pengalaman yang luas bak dalamnya lautan tapi ada kalanya jika dilihat dari

segi pendidikan justru didominasi oleh lulusan tingkat sekolah dasar
(elementary school).

Inti pem. menuru' Gaffar ‘ugiyono adalah

pembangu yang keberhasilannya ditentukan oleh adanya f.

or manusia,

dan ang menentukan dalam pembangunan tersebut anusia
yang dibina melalui pendidikan.™” Memang kemajuan Indonesia tergantung

litas pendidikan masyarak ‘ta i_tidak dalam tafsir so
.

subjek yang akan dikﬁwari pola pandangan y

ternadap suatu tindakan individu. Jadi, pengetahuan yang tidak hanya terkait

konte teks sosial yang spesifik dan variatif namun b pingan

deng alah terkait proses-proses serta setiap perangk ahuan

2

body of “knowledge ng pada akhirnya ditetap secara sosial sebagai

“kenyataan”.'? kiri b dalam nya justru terjadi
tumpang tindih antara masya g lebih berpengalaman dalam

kenyataan atas dasar kehidupan namun kurang mengenyam dunia pendidikan

dengan yang matang dalam dunia pendidikan tapi “belum” seimbang dengan

) Gaffar M. Fakry, Perencanaan Pendidikan Teori dan Praktek, Direktorat Pendidikan
Tinggi, Depdikbud, 1987, him. 2 dalam Sugiyono, Meahami Penelitian Kualitatif, CV
ALFABETA, Bandung, 2010, him. 165-184

) Berger dan Luckmann, Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi
Pengetahuan), LP3ES, Jakarta, 1990, him. 1-5
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di lapangan. Otomatis di sini sangat dibutuhkan keseimbangan para pakar
pembangun untuk saling mengisi diantara yang paham dalam dunia

pendidikan dengan pakar yang makan dunia “kehidupan” masyarakat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, maka menarik untuk

mengambil judul tentang Tinjauan Sgsiologis terhadap Pungutan Pajak dari

Masyarakat Pakuhaji.sebagai F jang Pe unan (Studi Kasus

di Desa Pakuhaji

B.R asalah
lahan yang terjadi di masyarakat (secara u ngatlah

variatif. Oleh karenanya, dengan Zmbuat sebuah judul maka beragam
p han tersebut dapat terl iwas dengan batasan yan ar
is

I. Adapun judul penelit%y%kni (tentang) Tinjauan

Terhadap Pungutan Pajak dari Masyarakat Pakuhaji sebagai Faktor
Penu mbangunan (Studi Kasus di Desa Pakuhaji Ci bang).
Berd dul penelitian yang tertera seperti yang tersebut, salah
penelitian dapat d sebagai berikut.

1. Apa fakto ng hi . masyarakat Desa
Pakuhaji dalam membayar paj

2. Bagaimana persepsi masyarakat Pakuhaji tentang pajak?

p

3. Bagaimana pola interaksi akibat peluang pajak antara masyarakat wajib

pajak dengan aparat Desa Pakuhaji?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan model pungutan
pajak yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Pakuhaji yang
secara sistematis dapat menunjang pembangunan serta tinjauan sosiologis
dalam mengetahui kondisi dan keberadaan masyarakat Pakuhaji. Sehingga,

secara spesifik tujuan penelitian i untuk mengetahui:

1. Faktor- fal:”empen esada‘kat Desa Pakuhaji
dalam me

i masyarakat Pakuhaji tentang pajak.

eraksi akibat peluang pajak antara masyarakat waji

parat Desa Pakuhaji. “
‘

n Penelitian

aat Praktis ’ N

itujukan sebagai bahan pertimbangan dan perhatian bagi masyarakat

dengan

a.

akuhaji; baik masyarakat yang memiliki kompe jenjang

p kan yang diperoleh selagi dan semasa sekolah lah serta

yang telah asyarakat i egawai pemerintah
dan lain seb a umumnya. Aparat
dengan tugas mereka sebagai pegawai pemerintah tingkat desa dalam hal
ini terkait kebijakan pajak agar dapat berjalan sesuai prosedur pemerintah.

2. Memberikan pengetahuan baru dalam penelitian mengenai cara

penanganan sistem di pemerintah desa yang ada di masyarakat khususnya
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dari tinjauan sosiologis sebagai pengetahuan yang didapat di jurusan
semasa perkuliahan dan seterusnya.
b. Manfaat Teoritis
1. Memberi kontribusi dalam penelitian selanjutnya terkait judul penelitian.

2. Mengetahui penerapan sistem pajak pada pola masyarakat Desa Pakuhaji

serta tinjauan sosiologis m

al berikut yang berkontribusi pada

\

pembangu

E. Kerangka Pe

an masyarakat rendah dalam membayar pajak. rsebut

merupakan tindakan sosial atau social action. Tindakan sosial muncul dari
sosial masyarakat yang mgta | ’%a/ga suatu keadaan yang ha alam
al. Bahkan Weber memi wan terhadap situasi yang
terha munculnya tindakan sosial karena perilaku yang tampak melibatkan
pemiki erlebih lagi tindakan sosial yang dikemukakan oleh r sama
deng im yang mendiskusikan fakta sosial non materi arena

yang Weber kemuka memang terkait mental tapi_tidak dalam pandangan

psikologi. Jadi, ta dalah ti sosiol ang tindakan sosial

timbul dari perilaku individu ma namun perilaku yang dimunculkan
dalam masyarakat adalah sebagai resultan dari dan mode organisasi dari tindakan
individu tertentu, karena semua itu dapat diperlakukan sebagai agen dalam

tindakan yang dapat dipahami secara subjektif.®

13)George Ritzer&Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008,
him. 136-137
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Telah dikemukakan bahwa tindakan sosial termasuk membayar pajak,
yakni terjadi karena beberapa sebab, yaitu ada fakta sosial, definisi sosial, dan

interaksi sosial. Jika dibagankan maka yang akan tampak adalah:

Gambar I: Mekanisme Teori George Ritzer

Fakta Sosial

A

A

Definisi Sosial Tindakan Sosial

Interaksi Sosial .
L
a

di, dikaitkan dengan masalah ‘*a bagian awal bab, maka didugas
I

akta satu bahwa masymkendala tidak hanya pa

tapi juga faktor pendidikan terutarﬁa yang bermoral
angan masyarakat terhadap kebijakan pajak _ti iketahui

gai sesuatu yang bermanfaat dan menguntungk ereka,

beban bagi kehidupan atas tanah dan

lain ami.

justru
3. Peran aparat di masyar ang tegas sehingga hubungan yang

kepemi

ditampakan dalam lingkup desa tidak harmonis.

Peran aparat (salah satunya) di masyarakat adalah pajak. Karena adanya
pajak dapat memberi income yang baik kepada desa, terkait keberadaan desa

maupun aktivitas desa. Kacamata ilmiah tentang pajak adalah (sebagai) iuran
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rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang—sehingga dapat
dipaksakan—dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut
penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.*? Lembaga

pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat

Jendral Pajak (DJP), yang merupa satu direktorat jendral yang ada di

bawah naungan K.euang lik In‘

ari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihn er daya

dari s at kepada sektor publik. Pemahaman ini memb baran

bahwa ‘adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. "Pertama,

ber nya kemampuan ind% _@L—menguasai sumber da tuk

penguasaan barang dﬁ% Kedua, bertambahnya

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan

n

kebut arakat.'®

man pajak (sementara) dilihat dari perspektif menurut

Soemitro merupa erikatan yang timbul k ya undang-undang

yang menyebabka ulnya arga n untuk menyetorkan

sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk
memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan

pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang

1) http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_Sosial (diakses pada hari kamis, 15-12-2011.
18.30)

1) http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jendral_Pajak. (diakses pada hari kamis, 15-
12-2011. 18.30)

') http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi. (diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)


http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sektor_privat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sektor_publik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Warga_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/pajak.%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
http://id.wikipedia.org/wiki/pajak.%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jendral_Pajak.%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jendral_Pajak.%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi.%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
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dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian
hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai
pembayar pajak.'” Maka, dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan dalam

unsur-unsur pajak antara lain sebagai berikut:'®

1. Pajak dipungut berdasarkan ang-undang. Asas ini sesuai dengan

perubahan ubD yatakan "pajak dan

pungutan bersifat an negara diatur
ndang-undang."
2. endapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi per.) yang
apat ditunjukkan secara langsung.
mungutan pajak dipe%l i keperluan pembiaya um
n

erintah dalam rangka Man fungsi pemerintahan,

maupun pembangunan.
apabila
nakan

si mengisi Kas

utan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dip,
ajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan

sanksi ses ran perundang-undangan.

5. Selain fu eter

Negara/Anggaran Negara Y erlukan untuk menutup pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

17)http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=hukum_ﬁskus&action:edit&redlink=1.
(diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)

18) http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=pajak&action=edit&section=2_unsur_pajak
(diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiskus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=hukum_fiskus&action=edit&redlink=1.%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=hukum_fiskus&action=edit&redlink=1.%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=pajak&action=edit&section=2_unsur_pajak%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=pajak&action=edit&section=2_unsur_pajak%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
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mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi

dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).*”

Ketentuan pemberlakuan tersebut (didasarkan) atas pajak yang bersifat
memaksa seperti di atas. Maka hal tersebut berpengaruh pula pada hak masyarakat

selain daripada kewajiban mereka

ayar pajak yakni tampak dari fungsi

|

pajak, diantaranya:

« Fungsi Budg aran)

sumber pendapatan negara, pajak berfungsi u biayai

pengeluaran-pengeluaran negara. UntuZKenjalankan tugas-tugas rutin negara dan

me akan pembangunan. B\

. si Reguler (mengatur) /\

intah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui sanaan

paja ngsi sebagai alat mencapai tujuan. Seperti penana I, baik

dalam negeri m

r negeri dalam melindungi ksi dalam negeri,
pemerintah meneta asuvunt uar negeri.

19)http://id.wikipedia.org/w/index.php'.r’title=penge|uaran_pemerintah&action=edit&red
link=1&section 7


http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Modal
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=pengeluaran_pemerintah&action=edit&redlink=1&section
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=pengeluaran_pemerintah&action=edit&redlink=1&section
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=pengeluaran_pemerintah&action=edit&redlink=1&section
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« Fungsi Stabilitas

Stabilitas harga (terkait adanya pajak) dapat dikendalikan, yakni mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif

dan efisien.

« Fungsi Redistribusi Pendapatan

Mengelola

aan umum, termasu‘yai pembangunan

sehin t membuka kesempatan kerja, yang pada dapat

meni pendapatan masyarakat.”” Kedudukan pajak ( i atas,

Undang-Undang yang mengatur pendapatan desa terdiri dari:

i
ndang-Undang Nomﬁ 2004 tentang Sistem
Pembangunan Nasional. :
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
.ngan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
) uran Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tent engelolaan

Keuang‘ﬂ
Pemaparan enai a’ dan p akuan pajak pada
masyarakat sehubungan dengan itu temtu akan berpengaruh pada perencanaan

pembangunan. Seperti faktor-faktor ekologis serta segi-segi alam lain yang sangat

20) http://id.wikipedia.org/wiki/pajak. (diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)

) APDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun anggaran 2010 dan dimiliki
atas nama pemerintah Kabupaten Subang, Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.


http://id.wikipedia.org/wiki/pajak.%20(diakses%20pada%20hari%20kamis,%2015-12-2011.%2018.30
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menentukan pembangunan desa yang sesuai dengan potensialitas suatu
lingkungan sosio-kultural.??

Perencanaan tersebut tepatnya pada tahun 1947, dibentuk bagian yang
bertugas untuk melaksanakan pembangunan masyarakat desa dalam lingkungan

Kementrian Dalam Negeri. Pada tahun 1948 bagian-bagian yang berkenaan

dengan kesejahteraan umum yang dalam berbagai kementrian setuju

untuk meIaksanak’asi ke ereka
yang komprehens elaksanaan pembangunan

ting

erupakan program
t desa, mulai dari

ingga ke pedesaan.

ran (betapa penting) akan perlunya pelaksanaan ngunan

Masyarakat Desa (PMD) itu. Tampak pula dari manifestasi kementrian yang

usus, yaitu Kementr?‘ unan Masyarakat Des
ini  berubah menjad'/Kem trian Transmigran, Kop
Pembangunan Masyarakat Desa (trans kopemada).23)

asyarakat desa mengenai partisipasinya dala gunan

adalah u ereka dalam melestarikan sumberdaya alam, k ebiasaan

mereka dengan sit Mereka akan lebih men eka tentang kondisi

alam serta bagaim emanfa ng humanis. Tidak
hanya pemerintah desa maupun daerah™ menjadi terbantu namun memberikan

ruang kepada para pemerintah dalam memfokuskan kinerja mereka terhadap

2 pasaribu & Simandjuntak, Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa, Tarsito,
Bandung, 1986, him. 10
B, Surjadi, Pembangunan Masyarakat Desa, Alumni, Bandung, 1979, him. 308
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pembangunan desa.?? Selain daripada itu tata ruang dalam perencanaan
pembangunan desa yang menjadi proritinya adalah ekonomi dan sosial sebagai
penunjang pengarahan dalam mencapai pembangunan.®

Pemaparan di atas tentu berkaitan dengan kondisi Desa Pakuhaji mengenai

pungutan pajak dari masyarakat Pakuhaji pada sisi sosiologis sebagai faktor

penunjang pembangunan. Sebelu ra pembangunan, kedudukan pajak
ata” m that se‘ beban yang tidak
apa-apa di masyarakat. gaimana mungkin

mas mandang demikian padahal pajak yang diberlakuk aturan

dalam masyarakat

memberikan keu

latur negara dalam Undang-Undang Dasar 194 ketika

yang

pemungutannya tidak berjalan pihak penagih pajak perlu memaksa bahkan kalau

ita barang yang dimili '1ﬂ§§arakat. Hal itu dikare
at memiliki sebidang tan nar?h& tak mampu atau tak mau
pajak sehingga dipandang aparat tidak rasional. Di satu sisi ia (masyarakat yang

tidak bayar pajak) memiliki sebidang apalagi berbida tanah

namun di lain masyarakat itu tidak mau memabayar paja g “hanya”

dikenakan setiap sekali. Maka, patut untu ikan bahwa kondisi

masyarakat yang m I panda dapat keruh tujuan negara

yang sebenarnya yaitu pada pembangu

F. Metode Penelitian

Menurut Creswell?® Qualitative research is an inquiry process of

understanding based on distinct methodological traditions of inquiry

24) Djajadiningrat Tjahja Surna, et.al., Akses, Peran serta Masyarakat, ICSD (Indonesia
Center for Suistinable Development), Jakarta, 2003, him. 263
%) kamaludin & Rustian, 1976, him. 100
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that explore a social or human problem. The researcher builds a
complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of
informants, and conducts the study in a natural setting.

Sementara menurut M. Abercrombie dkk dalam Garna?” metode
penelitian kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna

memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi,

atau karena gejala-gejala tersebut

ungkinkan diukur secara tepat. Hal
ini sesuai dengan.ille : ‘
Qualitative methods of research are valuable when we wish not to

r measure phenomena but to understand th er of
nce. Particularly how people perceive and mak their
ce. This involves interpreting meaning and oth rvable
ensions of communication

enelitian ini menggunakan ‘kode kualitatif yang tidak bermaksud

atistik sebuah fenomen

ukur secara angka-ang

unt emahami karakter dari fe rsebut. Hal ini sesuai den ang

diungkapkan oleh Miller?®, bahwa fenomenologi menekankans kepada

penti lihat dunia dalam kehidupan sehari-hari seb k dari

penelitian. Oleh karena itu, realitas yang muncul menjadi ‘tidak terbatas,

sehingga akan s it mengetahui dengan yang sebenarnya

terjadi jika seseor idak meli tu dalam kai batasan-batasan

yang telah ditetapkan. Adapun pertanyaan wawancara terdiri atas peran aparat

) Jhon W Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five

Traditions, Thousand Oaks CA, Sage Publication Inc, 1998, him. 15

) Garna Judistira, Metoda Penelitian Pendekatan Kualitatif, Bandung, Primaco, 2007,
him. 32

8 Miller Katherine. Communication Theories: Perspectives, Processes and Contexts.
Boston, McGraw Hill Company, 2002, him. 69

) 1pid., him. 50
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dalam mengupayakan kesadaran masyarakat membayar pajak, ruang lingkup

pajak serta posisi utama masyarakat dalam menunjang pembangunan.

Maka, penelitian yang dapat sesuai dengan penjelasan sebelumnya
menurut peneliti adalah deskriptif dengan upaya menggambarkan situasi

maupun kondisi kehidupan masyarakat di Desa Pakuhaji hingga sikap mereka

terhadap pajak, c aparat d ggulangi ngutan pajak pada

masyarakatnya. manto penelitian desk h suatu penelitian

yang diu kan untuk mencandra atau mengamati perm han secara

siste akurat mengenai fakta-fakta dan objek tertentu. genai
kondisi*atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang

sed erlangsung, akibat atau efe &ang terjadi, atau kecendrun ang

- S
embang.>” ’N

a. Penentuan Sumber Data

sekali untuk dicantumkan kedudukan meng ntuan

sumber data, karena hal tersebut menjadi bagian penting dalam
menentukan seca‘sub sumber data yan' bawah ini.
a) Lokasi Penelitian

Desa yang dijadikan sebagai sumber tempat penelitian berada di

elitian yaitu

Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat. Tepatnya di Subang bagian Timur yaitu

Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak. Kondisi masyarakat di Desa Pakuhaji nampak

30) Suryana & Priatna, Metodologi Penelitian Pendidikan, Azkia Pustaka Utama, Bandung,
2009, him. 105



23

ketidaksesuaian antara masyarakat dengan prosedur (kebijakan) pemerintah yakni
pajak. Begitupun dengan aparat desa, keberadaan mereka sebagai bagian dari
anggota masyarakat yang bertugas di desa tidak terlihat efeknya di masyarakat,
akibat pajak yang tidak berjalan akan berdampak langsung tidak hanya pada

infrastruktur desa, namun menghambat kucuran dana pemerintah tingkat daerah I,

I, dan pusat. Oleh karena itu, me tuk diungkap permasalahan di Desa

yang‘ri aspek sosiologis

Sumber pemilahan data yang akan diperoleh sebagai target penelitian

Pakuhaji terkait p jak m

terhadap pemban

r Data

an pemilahan yang te ) Wagian penting, yakni:

ata Primer; ’N

an penelitian yang mumpuni sebagai sumber infor

nelitian

diper. tokoh masyarakat, tokoh agama, dan peran (masy yang

dipercaya oleh

peran aparat desa paya rakat aji mengenai pajak
dan masyarakat. Informan penelitia ebagai representative informan yang

sesuai dengan paparan di atas.

t Pakuhaji sebagai kateg nelitian, terutama

(b) Data Sekunder;

Sumber acuan penelitian lainnya adalah data tertulis (sekunder) yang

menguatkan penelitian dari yang diupayakan. Bagian dari data sekunder bisa
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melalui analisis dokumen dengan menelaah dokumen historis dan sumber-sumber
sekunder lainnya.®> Menurut Alwasilah dokumen maupun bukti catatan seringkali
dibutuhkan oleh peneliti sebagai bukti pendukung.*? Dokumen yang
dimanfaatkan adalah dokumen desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja

desa, undang-undang yang mengaturnya, termasuk ketentuan-ketentuan aturan

desa yang diembankan kepada mas akuhaji melalui pajak dan informasi

tertulis dan terceta ng di untuk

engumpulan Data
pulan data dalam penelitian ini akan dilakukan n.

(a) Wawancara atau interview;

.L"'
ah cara pengumpulan n langsung mengadakan
epada objek yang diteliti untuk mengetahui hal-hal dari responden”yang

3)

poran penelitian.

b. Tekni

ih mendalam, bisa dengan tatap muka maupun melalui telepons®

n wawancara yang dilakukan adalah semi-struc rview,

dimana p miliki satu daftar pertanya opik spesifik yang

akan diba perta ini seri dengan “panduan

wawancara” tetapi inform litian memiliki kebebasan untuk

menjawab pertanyaan. Pertanyaan tidak selalu tepat sesuai dengan urutan

dalam daftar, pertanyaan yang tidak terdaftar juga peneliti tanyakan sesuai

31 Deddy Mulyana, Komunikasi Suatu Pengantar, Band Remaja Rosdakarya, 2001, him.
196

32 Alwasilah AC, Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian
Kualitatif, Pustaka Jaya bekerjasaa dengan Pusat Studi Sunda, Bandung, 2002, him. 155
3'3)Suryana dan Priatna, Metodologi Penelitian Pendidikan, Azkia Pustaka Utama,
Bandung, 2009, him. 200
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dengan perkembangan jawaban informan atau bisa juga disebut emic view.
Yakni Informan yang kedudukannya sebagai subjek memiliki banyak
kesempatan dalam menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat dan akan
secara leluasa memaparkan berbagai kondisi tersebut di masyarakat yang

dijadikan sebagai bahan penelitian.>”

orang emiliki kepentingan
oh masy“n daripada peran

individu lain seperti masyarakat setempat serta aparat. itupun yang

Wawancara nya lang

di tempat seorang t

akukan oleh peneliti kepada masyarakat, aparat, t
esa Pakuhaji. Juga masyarakat lain mengenai pandangann

esa yang diteliti.

N

ndekatan observasi yang akan dilakukan adalah participant observation.

t Muhammad Ali observasi partisipan adalah p yang

dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan alam suatu

objek yan i).* Observ, pan digunakan bila
penelitian b anusia, s kerja, gejala alam,
dan lain-lain. Kondisi di Desa”Pakuhaji (yakni masyarakat dan alam)
realtif aman karena kecendrungan dari gaya hidup kebanyakan masyarakat

masih tergantung pada alam.

* Bryman, 2001, him. 321

35)Suryana, Op.Cit., him. 196
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c. Rancangan Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong® analisis data kualitatif
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan yang di n apa yang dapat

diceritakan kepa ain. Data i apangan dianalisis

melalui ti lur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, ni: reduksi

data, data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.*’

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

anaan, pengabstraka r asi data kasar yang m ri
tatan tertulis di Iapanﬂ%ta kualitatif disederhan an

Y
c

ditransformasikan dengan banyak cara, antara lain ringkasan atau uraian

&

singk longan dalam suatu pola dan lain-lain.

d. Ana
Data yang‘dalah uktif; .bungan sejak awal
hingga akhir, mencari model, pola a. Selanjutnya merefleksikan dengan

teori-teori yang terkait dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan

s Data

sebelumnya.

36) Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosddakarya, Bandung,
2002, him. 248
3 Miles & Hubermas dalam Rohidi, 1992, him. 18
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e. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang
sangat esensial. Data yang tidak dapat dijamin keabsahannya menghasilkan
hasil penelitian yang cenderung tidak dapat dipertahankan secara ilmiah. Suatu

studi kualitatif membutuhkan verifikasi yang luas dalam pengujian keabsahan

datanya yakni den ara trian encarian kesesuaian

informasi). Brym ic asi sebag

ta in
t uses
, and
hods of

lation entails using more than one method or s
'y of social phenomena... to refer to an appr
observers, theoretical perspective, source
odologies’, but the emphasis has tended to be on
investigation and sources of data.*®

@ K
<
" L |

¥ Bryman, 2001, him. 271



